PERJAMNJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA UTARA
DAN
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOG! IMMANUEL (STTI) MEDAN
TENTANG
PENGUATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
DAN PELINDUNGAN SERTA PEMAMNFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Namaor W.2-HH.04.04- FH13
Narmor 011/SKISTTINV/2026

Pada hari ini Rabu, tanggat Dua Puluh Dua bulan Aprl tahun Dua Ribw Dua Puluh Enam
(22-04-2026), bertempat di Medan, kami yang beranda tangan di bawah ini;

1. IGNATIUS MANGANTAR i Kepala Kantor Wilayah Kementeran Hukum
TUA SILALAHI Provingi Sumatera Hara, vang diangkat
berdasarkan Surat Maomar: M.HH-
B85 KP.03.03 Tangpal 4 Desember 2024
tentang Pemberhentian Dad  Jabatan
Manajerlal dan  Moomanajerial  Serta
Fengangkatan Dalam Jabatan Manajenal di
Lingkungan Hementerian Hukum, dalam hal
inl bertindak untuk dan atas nama Kantor
Wilayah Kemenleran Hukum Provinsi
Sumatera Utara, yvang berkedudukan di Jalan
Putri Hijau No.4 Medan, selanjuinya disebut
PIHAK 1
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2 Drir. IMMANUEL ¢ Kaetua Sekalah Tinggl Teknologi Immanuel

MUNTHE. M. Si, MT {S5TTI) Medan yang diangkatl berdasarkan
Surat Keputusan Nomor: BETIS-
KER/YPIND/2024 tanggel 18 Okiober 2024
lentang Pengangkatan sebagal  Helua
Sekolah Tinggl Teknologlimmanuel (STTH
Madan Masa Jabatan 5{lima) tahun dalam
hal inl bertindak univk dan atas nama
Sekolah Tinggs Teknologi Immanuel (STT1)
Medan, yang berkededukan di  Medan,
selanjutnya deebut sebagal PIHAK 11,

Uniuk selanjutnya, PIHAK | dan PIHAK |l secars bersama-sama disebut PARA PIHAK
dan secara sendir-sendin dissbut PIHAK, dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas
leriebih dabiuby menerangkan hal-hal sebagai berikul:

PIHAK | merupakan Unit Eselon || pada Kementerian Hukum Republik Indonesia
yang melaksanakan sebagian ugas dan fungst Kementerian Hukum datam daerah
provingl berdasarkan kebijakan Mentes Hukum dan kelenfuan peraturan perundang-
undangarn; dan

PIHAK Il merupakan Lembaga Pendid&an Tinggl vang bergerak dalam bidang
Pendidikan, Penalitian dan Pengabdian Masyarakatl dalam berbagai disiplin ilmu

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai benkut:

1.

Undang-Lindang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Momor 242, Tambahan Lembaran Negara Republk
Indonesia Momar 4044 );

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Megara Rapublik
Imdonesia Momor 4045}

Undang-Undang Momaor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 MNomor 244, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4048,

Undang-Undang Momor 20 Tehun 2003 tentang Sistern Pendidikan Masionaf
{Lembaran Megara Republik indonesia Tahun 2003 Momar 78, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Momor 4301

Undang-Undang Momor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Megara (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Megara
Republk Indonesia MNomor 4916), sebageimana teiah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Momaor 38
Tahun 2008 tentang Kementerian Megara (Lembaran Megara Republik Indonesia
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10.

11,

12

Tid:

14.

15.

Tahun 2024 Nomaor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia MNomor
G994 );

Undang-Undang Momor 12 Tabun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tehun 2012 MNomar 158, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indanaesia Nomer 5336);

Undang-Undarng Nomor 28 Tahum 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara
Rapubly Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Momar 5589);

Undang-Undang Momor 13 Tahun 2016 lentang Palen {Lembaran Megara Republik
Indonasia Tahun 2016 Momor 176, Tambahan Lembaran Megara Nomor 5022)
sebagalmana telah beberapa kali divban terakhir dengan Undang-Undang Momaor 65
Tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Momor 13 Tahun 2018
tentang paten (Lembaran Negare Republik Indomesia Tehun 2024 Nomor 251,
Tambahan Lembaran Megara Momaor TO0Z);

Undang-Undang Momor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
iLembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2016 MNomor 252, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Momaor 5853), sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Momor & Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemearintah Pangganti Undang-Undang Momor 2 Tahun 2022
tertang Cipta Herja Menjadi Undang-Undang (Lembaran NMegare Repubik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Momor
BBA1Y;

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penvelenggaraan Pendidikan
Tinggl dan Pengelalaan Perguruan Tinggl (Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun #2014 Momor 16 dan Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Momaor
5500},

Pearaturan Presiden Momor 155 Tahun 2024 tentang Kementeran Hukum (Lembaran
Megara Republk Indonesia Tahun 2024 Nomors 351,

Peraturan Menter Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknotogi Nomaor 53 Tahun
2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Momor 638],

Peraturan Mernleri Hukum Nomor 1 Tahbur 2024 tentang Organisasi dan Tala Kerja
Famenterian Hukum {Berla Megara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor B32),
Paraturan kenteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Crganisasi dan Tata Kerja
Kantor Wikayah Kementeran Hukum (Berta Negara Republik Indenesia Tahun 2024
Momor 512); dan

Paraturan Menter Hukum Momor 48 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Kerja Sama
(Berita Megara Republik Indonesia Tahun 2025 Mamor 1037).
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Berdesarkan hal-ral tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mangadakan Perjanjian Kerja
Sama teniang Penguatan Tridharma Perguruan Tingg? serta Pelindungan dan
Pemanfaalan Kekayaan |nlslekiual, yang selanjulnva disebul Peranjien Kera Sama,
vang merupakan lindak lanjut darl Mola Kesepahaman antara Kementerlan Hukum dan
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Dukungan Pelaksanaan
Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum, Pendidi&an Tinggi, |imu Pengstahuan, dan
Taknolegl Momor: M. HHS. HH.04.05 Tahun 2025 dan Momor: 14YNK/PTST/2025 vang
ditandatanganl pada tanggal 14 Mel 2025 dengan ketentuan sebagal barikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJLAN

{1) Peranjlan Kerja Sama inl dimaksudkan sebagai landasan PARA PIHAK dalam
mgtaksanakan penguatan tridharma perguruan finggl serta pelindungan dan
pemanfaatan kekayaan intslekiugl sesuai dangan kelanbuan peraluran persndang-
ungdangarn,

{2} Perjanjian Kerla Sama nl bertujuan untuk mendukung program PARA PIHAK datam
meningkatkan pemahaman dan membangun kesadaran askan panfingnya
pefindungan kekayaan intelektus! sehingoa karya yang dinasikan dan kegiatan
pendidikan, penelitiarinovasi danfalau pelatinan dari hasil pengabdian masyarakat
vang diselenggarakan cleh PIHAK Il dapat dilindungl dalam sistem kekayaan
intelektual dan dapat dimanfaatkan bagi kepentingan PARA PIHAK.

Pagal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Parjanjian Kerja Sama inl mencakup:

a. penyelenggaraan pendidikan/pengajaran, peneltian, pengkafian, penyusunan
naskah akademik, pengabdian masyarakal dan inovasi sosial;

b. penyebarliasan informasl, sosialksasi, danfateu diseminasi kekayaan infelekiual,
adminitrasi hukwm wmiem;

c. fositasi pandampingan pencatatanipendaftaran kekavaan intelektual dan promosi
produk kekayaan intebektual,

d. penyediaan, fasiiitasi, dan optimalsasi layanan administrasi hukum umum;

g. pembeniukkan, harmonisasi, dan evaluasi peraiuran perundang-undangan;

I peningkalan kapasias sumber daya manusia di bidang kekaysan ntelekiual,
adminiirasi hukum umunm,

g. pertukaran seria pemanfastan data danfatau informasl di bidang kekayaan
intelektual, adminstirasi hukum  wmom  sesual dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan;

h. penegakan hukum di bidang kekayaan intelekiual,
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i. pembentukan danfatau penguatan kelembagaan dan ocptimalisasi layanan Sentra
Kekavaan Intelekiual {Sentra Kl) sebagai unit pengelola kekavaan intelekiual di
lingkungan PIHAK II; dan

| kegiatan-kegiatan lain di bidang kekayaan inleleklual, administrasl hukum umum,
peraturan perundang-undangan yang di sepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN
(1) Dalam rangka menindaklanjuti ruang fingkup Perjanjian Kerja Sama sebagaimana
dimaksud dalam Fasal 2, PARA PIHAK menyusun dokumen rencane kerja yang
memuat rincian keglatan, prosedur dan mekanizsme kerja, serta hak dan kewajiban
(2} PARA PIHAK masing-masing menunjuk seorang wakil sebagal penanggung |awab
pelaksanaan rincian kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama yang disusun dalam
dokumen rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Fasal 4
Hak DAN KEWAJIBAN
(1] PIHAK | memiliki hak:
8. Menerima dukungan narasumber dan parisipasi civitas akademika PIHAK 0
talam sosialisasi serta diseminasi kekayaan intelekiual (K1)
b. Maemperolh data potensi Kl hasil penelitian dan pengabdian masyarakat PIHAK
Il dan
C. melakiukan koordinas dan pendampingan terhadap Sentra K PIHAK 1
(2] PIHAK [ memiliki hak;
a. Mendapatkan pendampingan teknis perdaftaran, pencalatan, dan promogi
produk K
b. Menerima dukungan narasumber shii untuk kegiatan Trdharma Perguruan
Tinggl
c. Mendapatkan pelatihan kapasitas | Frainig of Trainers) bagl pengelola Sentra
®l,
d. Mendapatkan data dan informasi terkail perkembangan permchonan Kl yang
diajukan oleh PIHAK IIC dan
g. Memparoleh asistens terkall penagakan hukum K
(3] PIHAK | memilixi kewajiban:
8. Menyediakan narasumber dan materi untuk kegiatan edukasi dan diseminasi KI;
b. Memberikan bimbingan teknis penguatan kelembagaan Sentra Kl secara
berketanjuian;
¢ Memfas®tasi lavanan permohonan dan promosi produk KI milik PIHAK 1,
d. Menyediakan data dan informasi mengenal stalus serta perkembangan
permaharan K milik PIHAK 1; dan
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&. Membarkan asistensl dalam upays penegakan hukum K.
(4] PIHAK || memiliki kews|iban:

8. Menyadiakan sumber daya manusia dan materi pendukung dalam kegiatan
perguatan Kl

b. Mengeiola Sentra Kl secara mandii melalui penyediaan personel, sarana, dan
argoaran,

o, Mendorong pendsftaran K1 atas hasil karya pendidikan, penslian, dan
pangabdian masyarakat; dan

d. Membs&rikan laporan berkala mengenal perkembangan permohonan dan
pengelclaan Saentra K,

Pasal 5
JANGHA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama iné berlaku untuk jangka walktu 5 {lima) tabun terhitung sejak
dilandatamgani

(2} Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhirl atas persetujuan PARA
PIHAK,

(3} Dalam hal salah satu PIHAK akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama inl, PIHAK
lersebut harus memberitahukan secara terulls kepada PIHAK lainnya datam wakiu
pading lambal 3 (tga) bulan sebelum Pearjanjian Kesja Sama inl berakhir atau diakhiri.

{4) Pesjanjian Kerja Sama Inl berakhir alau batal dengan sendirimya apabila bertentangan
dengan keleniuan peraluran perundang-undangan,

Pasal §
PENDAMAAN
Segala pendanaan varg bUmbul dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada
masing-masing PIHAK secara proporsional stau sesuai  kesepakatan bersama
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUAS!

(1) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas Perjanjian Kerja Sama ini diakukan baik
secara sendin-sendir dan/atau bergama-sama secara berkala paling sedikit 1 (safu)
kad dalam 1 (satu) tahun atau atas kesepakatan PARA PIHAK.

(<) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan datam
laporan  dan disampalkan kepada pimpinan PARA PIHAK sebagal bahan
partimbangan keberlanjutan pelaksanaan Perjanjlan Kerja Sama ini
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Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hard terjadi perbedasan penafsiran dan permasalahan dalam
pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakal akan menyvelesalkan
secara musyawarah untuk mufakat

(1)

i2)

(3

it

12)

{1

12

Pasal 8
KERAHASIAMN

PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertuls
maupun yang tidak tertulls, dan informasi lain yang timbul berdasarkan Per|anjian ini
adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak kefiga atau
badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan akasan apapun juga dan sesual
Perjanjian In.

Sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenal Perjanjian. semua data
dan Informasi serla segala bentuk Informasi lainnyas yang berkaitan dengan
Pesjanjlan ini,

Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud Pasal inl berlaku dan mengikat
PARA PIHAK, bak selama berlangsungnya Peranjian maupun setelah Parjanjian
berakhir.

Pasal 10
PERUBAHAN

Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur datam perjanjian ini akan
distur kemudian sebagal adendum yang disspakall oleh PARA PFIHAK dan
merupakan bagian yang lidak terpisahkan dan Perjanjian Karja Sama inl

Apabila salah saty PIHAK akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian Kerja
Sama ini maka PIHAK vyang akan melakukan perubahan tersebul harus
memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambal 45 (empat puluh lima) hari
kerla sebelum perubahan tersebul akan dilaksanakan, dan PIHAK lainnya wajib
mamberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersabut.

Fagal 11
KORESPONDENSI
Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, PARA PIHAK sepakat dan setu
urtuk menunjuk PARA PIHAK dibawah inl selaku penanggung jawab Penanjian ini.
Setlap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjisn
ini harus disampaian secara tertulis dan disampaikan melalul alamat atau kontak
sehagai berikut:

AR I
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g PIHAK |
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA UTARA
Up, Kepala Divisi Pelayanan Hukum
Alamat » Jalan Putri Hijau Mo.4, Kesawan, Medan Barat, Kota Medan,
Sumatera LHara 20112
E=mail kel surmutEikernankum, go.d
b PIHAK II
SEKOLAH TINGGI TEEKNOLOGH IMMANUEL (STTI) MEDAN
Up. Kepala LPPM
Alamal CJin. Gatod Subroto 325 Medan
E-mail »infiosttimmanusliBgmadl. com
Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan
diberitabukan kepada masing-masing Pikak.
(3} Penggantian data korespondensi wajib diberilahukan secara tertulis paling lambat 7
(lujuh) hari kepada Pihak lainnya.

Pazal 12
KEADAAN KAHAR
{1) Apabila terjadi hal-hal di luer kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan kahar, dapal
dipertimbangkan kemungkingn perubahan tempat dan wakiu pelaksanaan tugas
pekerjagan Perjanjian Kera Sama inl yang disepakati oleh PARA PIHAK.
{2} Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dapal berupa:
a. bapcana alam dan nonalam:
b. keadaan keamanan yang tidak menginkan sepert huru-hara, kerusuban,
demansirasi; dan/atau
¢. kebijakan Pemerintah dibidang ekxonomi, politik dan hukum.

Fasal 13

PENUTUP
Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan kikad balk dalam rangkap 2 (dua) ash,
bermeteral cukup, tenulls sama, ditandatangani, can diterakan cap rasmi PARA PIHAK
serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
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